
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1213, 2019 BPOM. Pengolahan Pangan. Bahan Penolong. 

 

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

NOMOR 28 TAHUN 2019 

TENTANG 

BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan 

bahan penolong yang tidak memenuhi persyaratan 

kesehatan; 

  b. bahwa pengaturan terhadap Bahan Penolong dalam 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahan 

Penolong Golongan Enzim dan Golongan Penjerap Enzim 

dalam Pengolahan Pangan dan Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Penggunaan Amonium Sulfat sebagai Bahan 

Penolong dalam Proses Pengolahan Nata de Coco sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 

Penggunaan Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 784); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN 

PANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia 

termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 

atau minuman. 
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2. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, 

yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang 

digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi 

tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu 

pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin 

dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk 

akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan 

serta tidak mempunyai fungsi teknologi. 

3. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat 

BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan 

untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. 

4. Batas Maksimal Penggunaan Cara Produksi Pangan yang 

Baik yang selanjutnya disebut Batas Maksimal 

Penggunaan CPPB adalah konsentrasi Bahan Penolong 

secukupnya yang digunakan dalam Pangan untuk 

menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. 

5. Batas Maksimal Residu adalah konsentrasi maksimal 

residu Bahan Penolong yang diizinkan tertinggal pada 

Pangan dalam satuan yang ditetapkan. 

6. Batas Maksimal Residu Cara Produksi Pangan yang Baik 

yang selanjutnya disebut Batas Maksimal Residu CPPB 

adalah jumlah residu yang diizinkan terdapat pada 

pangan dalam jumlah seminimal mungkin sebagai 

konsekuensi dari penggunaan bahan penolong menurut 

cara produksi pangan yang baik. 

7. Kategori Pangan adalah pengelompokan Pangan 

berdasarkan jenis Pangan yang bersangkutan. 

8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, 

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum. 

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

 

Pasal 2 

Bahan Penolong yang digunakan dalam proses pengolahan 

pangan harus: 
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a. digunakan seminimum mungkin untuk mencapai efek 

yang diinginkan; dan  

b. ada upaya penghilangan residu dan/atau inaktivasi pada 

akhir proses pengolahan pangan. 

 

BAB II 

GOLONGAN DAN PENGGUNAAN BAHAN PENOLONG 

 

Pasal 3 

Pengaturan Bahan Penolong dalam proses pengolahan Pangan 

Olahan meliputi: 

a. golongan; dan 

b. penggunaan. 

 

Pasal 4 

(1) Golongan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a meliputi: 

a. bahan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas 

kulit; 

b. bahan penjernih, penyaring, adsorben, dan/atau 

penghilang warna;  

c. bahan tambahan untuk air pada ketel uap; 

d. enzim; 

e. flokulan (flocculating agent); 

f. katalis; 

g.  nutrisi untuk mikroba; 

h. pengontrol pertumbuhan mikroorganisme; 

i. penjerap enzim; 

j. resin penukar ion; dan 

k. Bahan Penolong lainnya. 

(2) Golongan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat jenis Bahan Penolong. 

 

Pasal 5 

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan pemucat, 

pencuci, dan/atau pengelupas kulit sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang diizinkan dalam proses 
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pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 6 

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan penjernih, 

penyaring, adsorben, dan/atau penghilang warna 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang 

diizinkan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan 

ini. 

 

Pasal 7 

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan tambahan 

untuk air pada ketel uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) huruf c yang diizinkan digunakan dalam proses 

pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 8 

(1) Penggunaan Bahan Penolong golongan enzim 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 

yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan 

Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaiamana 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(2) Penggunaan Bahan Penolong golongan enzim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh 

melalui proses rekayasa genetik dilakukan pengkajian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal 9 

Penggunaan Bahan Penolong golongan flokulan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yang diizinkan 

digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan 

ketentuan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 10 

Penggunaan Bahan Penolong golongan katalis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang diizinkan dalam 

proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 11 

Penggunaan Bahan Penolong golongan nutrisi untuk mikroba 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g yang 

diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai 

dengan ketentuan sebagaiamana tercantum dalam Lampiran 

VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

 

Pasal 12 

Penggunaan Bahan Penolong golongan pengontrol 

pertumbuhan mikroorganisme sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf h yang diizinkan digunakan dalam 

proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 13 

Penggunaan Bahan Penolong golongan penjerap enzim 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i yang 

diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 
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Pasal 14 

Penggunaan Bahan Penolong golongan resin penukar ion 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j yang 

diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

 

Pasal 15 

Penggunaan Bahan Penolong golongan Bahan Penolong 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k 

yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 16 

Setiap Orang dilarang menggunakan Bahan Penolong untuk 

tujuan menyembunyikan:  

a. penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan; 

b. cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi 

Pangan yang baik untuk Pangan; dan/atau 

c. kerusakan Pangan. 

 

Pasal 17 

(1) Jenis dan golongan Bahan Penolong selain yang 

tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI 

hanya dapat digunakan sebagai Bahan Penolong setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan. 

(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan 

tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data 

dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
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(3) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

Kepala Badan berdasarkan penilaian keamanan Pangan. 

 

BAB III 

PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU 

 

Pasal 18 

(1) Bahan Penolong yang digunakan dalam proses 

pengolahan Pangan wajib memenuhi persyaratan 

keamanan dan mutu. 

(2) Persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, standar, dan/atau persyaratan 

keamanan dan mutu lain yang diakui. 

(3) Selain memenuhi persyaratan keamanan dan mutu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Bahan 

Penolong golongan pemucat, pencuci, dan/atau 

pengelupas kulit, jenis hidrogen peroksida dan natrium 

hipoklorit, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. kadar maksimal hidrogen peroksida 35% (v/v) (tiga 

puluh lima persen volume per volume). 

b. kadar maksimal natrium hipoklorit 15% (v/v) (lima 

belas persen volume per volume). 

(4) Persyaratan keamanan dan mutu Pangan (tara 

pangan/food grade) cioko dan gypsum harus memenuhi 

persyaratan keamanan dan mutu kalsium sulfat 

sebagaimana tercantum dalam Kodeks Makanan 

Indonesia. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dalam hal Bahan Penolong golongan 

flokulan jenis nigari, dan golongan bahan pemucat, 

pencuci, dan/atau pengelupas kulit jenis natrium 

hipoklorit harus memenuhi persyaratan keamanan dan 

mutu sebagai berikut: 
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a. Nigari 

1. Timbal (Pb) tidak lebih dari 2 mg/kg (dua 

miligram/kilogram); 

2. Merkuri (Hg) tidak lebih dari 0,1 mg/kg (nol 

koma satu miligram/kilogram); 

3. Arsen (As) tidak lebih dari 0,1 mg/kg (nol koma 

satu miligram/kilogram); 

4. Kadmium (Cd) tidak lebih dari 0,5 mg/kg (nol 

koma lima miligram/kilogram); 

5. Boraks dan Formalin tidak terdeteksi 

(menggunakan metode terbaru); 

6. Magnesium (Mg) tidak kurang dari 0,7% (nol 

koma tujuh persen); dan 

7. Klorida (Cl-) tidak kurang dari 2,0% (dua 

persen). 

b. Natrium Hipoklorit 

1. Timbal (Pb) tidak lebih dari 2 mg/kg (dua 

miligram/kilogram); dan 

2. Merkuri (Hg) tidak lebih dari 1 mg/kg (satu 

miligram/kilogram). 

 

Pasal 19 

(1) Penggunaan Bahan Penolong dalam proses pengolahan 

Pangan harus diikuti dengan upaya penghilangan 

residu/inaktivasi pada Pangan. 

(2) Upaya penghilangan residu/inaktivasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tertentu 

agar tersisa residu sekecil mungkin, sehingga tidak 

berfungsi lagi secara teknologi dan tidak menimbulkan 

risiko kesehatan. 

(3) Cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa: 

a. pemanasan; 

b. pengaturan pH menggunakan BTP pengatur 

keasaman yang dizinkan dan diikuti dengan 

penyaringan atau sentrifugasi; 

c. penyaringan;  
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d. pengangkatan; dan/atau 

e. cara lain yang sesuai. 

 

Pasal 20 

Jenis BTP yang penggunaannya sebagai Bahan Penolong pada 

pengolahan Pangan harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. tidak ditambahkan langsung pada produk pangan akhir; 

b. hasil analisis tidak terdeteksi atau tidak melebihi batas 

maksimal residu yang diizinkan di produk pangan akhir; 

dan 

c. dapat dibuktikan secara teknologi berfungsi sebagai 

bahan penolong dalam proses pembuatan pangan. 

 

BAB IV  

LABEL 

 

Pasal 21 

Pelabelan Bahan Penolong yang diperdagangkan kepada 

konsumen akhir harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

PRODUKSI, PEMASUKAN, DAN PEREDARAN  

BAHAN PENOLONG 

 

Pasal 22 

(1) Setiap Orang wajib menjamin Bahan Penolong yang 

diproduksi, dimasukkan dan diedarkan di wilayah 

Indonesia telah memenuhi persyaratan keamanan dan 

mutu. 

(2) Ketentuan mengenai produksi, pemasukan, dan 

peredaran Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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BAB VI 

PENGAWASAN 

 

Pasal 23 

(1) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Penolong 

dilakukan oleh Kepala Badan. 

(2) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Penolong 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 24 

Bahan Penolong dan Pangan yang menggunakan Bahan 

Penolong yang telah memiliki persetujuan pendaftaran 

sebelum berlakunya Peraturan Badan ini harus menyesuaikan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 

(dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini 

diundangkan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penggunaan Amonium 

Sulfat sebagai Bahan Penolong dalam Proses Pengolahan 

Nata de Coco (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 783); dan 

b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahan 

Penolong Golongan Enzim dan Golongan Penjerap Enzim 

dalam Pengolahan Pangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 820), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 26 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 16 Oktober 2019 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 

 

ttd. 

 

PENNY K. LUKITO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 17 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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